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ABSTRAK 

Judul skripsi ini adalah penanggulangan Hukum Terhadap Tindak Pindana 

Pemalsuan Uang (Studi Kasus Polda Sumatera Selatan). Adapun permasalahan nya: 

1). Bagaimana penanggulangan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pemalsuan uang di Polda Sumatera Selatan; 2). Apa saja hambatan penegak hukum 

dalam menangani kasus pemalsuan uang di Kota Palembang. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan juga didukung oleh empiris 

dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus 

(Case Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil 

pembahasan skripsi ini 1. Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan 

suatu upaya yang terus menerus dan berkelanjutan yang selalu ada, dan tidak akan 

pernah ada upaya yang final, namun aparat penegak hukum termasuk kepolisian 

harus melakukan penindakan dan pemberantasan kejahatan dalam sistem peradilan 

pidana. Termasuk pemalsuan uang yang di lakukan secara preventif, preemtif, dan 

represif oleh penegak hukum sehingga tidak menimbulkan banyaknya korban 2. 

Hambatan penegakan hukum pemalsuan uang di bagi menjadi dua yaitu hambatan 

internal dan eksternal, hambatan internal yaitu seperti kurangnya koordinasi antar 

aparat penegak hukum, dan lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang 

dikategorikan sebagai pelaku yang memerintahkan perbuatannya dan 

pengungkapan jaringan peredaran uang palsu dalam sistem pembuktian. Sedangkan 

hambatan eksternal yaitu belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan 

Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu (Botasupal) dan  belum 

efektifnya sistem kriminalisasi dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang 

dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan 

uang agar dapat memberikan efek jera secara efektif. 
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ABSTRACT 

 

The title of this thesis is Legal Response to Counterfeiting Crimes (Case Study of 

the South Sumatra Regional Police). The problems are: 1). How is the criminal law 

response to perpetrators of counterfeiting crimes in the South Sumatra Regional 

Police; 2). What are the obstacles for law enforcement in handling counterfeiting 

cases in the city of Palembang. This study uses a normative legal research type and 

is also supported by empirical with a statutory approach (Statute Approach), a case 

approach (Case Approach), and a conceptual approach (Conceptual Approach). The 

results of the discussion of this thesis 1. Crime prevention is actually a continuous 

and ongoing effort that always exists, and there will never be a final effort, but law 

enforcement officers including the police must take action and eradicate crime in 

the criminal justice system. Including counterfeiting that is carried out preventively, 

preemptively, and repressively by law enforcement so that it does not cause many 

victims 2. Obstacles to law enforcement against counterfeiting are divided into two, 

namely internal and external obstacles, internal obstacles such as lack of 

coordination between law enforcement officers, and weak investigations of 

perpetrators who are categorized as perpetrators who order their actions and 

disclosure of counterfeit money circulation networks in the evidence system. While 

external obstacles include the less than optimal coordination and proactive steps 

with the Coordinating Agency for the Eradication of Counterfeit Rupiah 

(Botasupal) and the ineffectiveness of the criminalization system within the 

framework of criminal responsibility carried out by the criminal justice system 

against perpetrators of counterfeiting crimes in order to provide an effective 

deterrent effect. 
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